
PERATURAN REKTOR

I]NTVERSITAS PAD]ADJARAI{

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAANKEUANGANUNIVERSITASPADJADJARAN
PERGURUAN TINGGI NtrGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat

REKTOR UNIVERSITAS" PADJADJARAN'

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 64 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang

Statuta Universitas Padj adj ar ar,;

b. bahwa Universitas Padjadjaran memiliki otonomi dalam

menetapkan norma dan kebijakan operasional di bidang

keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b

maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas

Padjadjaran tentang pengelolaan keuangan Universitas

Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

: 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2Ol2 tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol2 Nomor 158' Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang

PendirianUnpadPadjadjaran(LembaraflNegaraRepublik
ind.onesia Tahun Ig57 Nomor 91' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor V22J;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang

Penyelen ggaraar_ Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol4 Nomor 16' Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang

PenetapanUnpadPadjadjaransebagaiPerguruanTinggi
Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang

Statuta Unpad Padjadjaran (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168' Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5720);



6.PeraturanPemerintahNomor26Tahun20i5Tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Negeri

Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5699);

T.PeraturanMenteriKeuanganRepubliklndonesiaNomor
lgg lPMK.O2 l2Ot5 Tentang Tata Cara Penyediaan'

Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan

Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;

B. peraturan Menieri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2Ol5 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara

RepubliklndonesiaTahun2OLsNomort952l;
g.KeputusanMenteriRiset,Teknologi,danPenididikan

Tinggi Nomor 137 lMlKPlIVl2ol5 Pengangkatan Rektor

U"p"a Padjadjaran Periode 2Ol5 - 2Ol9;

lo.PeraturanRektorUnpadPadjadjaranNomor40Tahun
20T6tentangorganisasiDanTataKerjaPengelolaUnpad
Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURANRTKTORTENTANGPENGELOLAAN
KEUANGANUNIVERSITASPADJADJARANPERGURUAN
TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 7

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

a. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Pendidikan tinggi'
b. universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat unpad' adalah

perguruan tinggi negeri badan hukum'

c. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MwA, adalah organ

Unpadyangmenetapkan,memberikanpertimbanganpelaksanaan
kebijakan ,rir*, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik'

d. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan

pengelolaan UnPad'
e. Wakil Rektor ad"alah wakil rektor yang membidangi urusan keuangan'

f. Pimpinan Unpad adalah Rektor dan para wakil rektor'

g. Direktur adaiah organ Unpad yang memimpin Direktorat di Lingkungan

UnPad.
h. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang'

menyelenggarakandanmengeloiapendidikanakademik,pendidikan
profesi,ataupend'idikanvokasidalamsaturumpundisiplinilmul
pengetahuan dan teknologi'

i. sekolah adalah unsur pelaksana' akademik setingkat Fakultas yan[l:

bertugasmenyelenggarakandanlataumengkoordinasikanprografix.
pascasarj ana multidisiPlin'
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(4) Khususuntukpenyusunananggarankegiatan.dalamrangkakerjaSama
dengan pihak luar Unpad dapat'*.rrg^"., standar tarif dan standar biaya

yangditetapkanUnpadataustandartarifdanstandarbiayalainnyayang
iit"Lptu'n dalam konteks kerja sama'

Pasal 5

RKATUnpaddiajukankepada**opalinglambat6o(enampuluh)hari
sebelum tahun anggaran dimulai;

RKATUnpadai",r,u,'olehMWApatinglambat30(tigapuluh)hari
setelah tahun anggaran berjalan;

Dalam hal RKAT Unpad yan; diajukan .belum 
disahkan oleh MWA'

RencanaKerjadananggaranunpadsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
d.apatmenggunakannar<rtahunsebelumnyaSampaiadanyapengesahan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diusulkan;

Ketentuanlebihlanjutmengenaipenyusunandanpenetapandtll$$altal1..t
Urrpu.a diatur dengan Keputusan Rektor'

BAB IV

PELAKSANAANDANPERTANGGUNGJAWABANANGGARAN
Bagian Pertama

RKAT
Pasal 6

RKAT digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang melipu1,.i

f".t.ri*u..n dan pengeluaran Unpad;

Pengeluaranbelanja.kegiatanUnitKerjasebagaimanadimaksudpada
ayat(1)tidakbolehdilaksanakanjikaatot.,."iDanatidaktersediaatan
tiaat cukuP tersedia dalam RKAT;

Pengeluaranbelanjasebagaimanaayat{2\mengacupadastandarbiayil
yang ditetaPkan UnPad;

KhususpelaksanaananggarankegiatandalamrangkakerjaSamadengatr
pihakluarUnpaddapat*".,gu.",standartarifdanstandarbiayayaflg
ditetapkan Unpad atau "tand'at 

tarif dan standar biaya lainnya yarrg

ditetapkan dalam kontrak kerjasama'

KetentuanlebihlanjutmengenaiRKATd.iaturdenganPeraturanRektor.

(1)

(3)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Bagian Kedua

Penerimaan Dana UnPad

Pasal 7

(1) Penerimaan dana Unpad dapat bersumber dari :

a. Anggaran pendapatan dan belanja negaraf daerah; dan

b.Selainanggaranpendapatand.anbelanjanegara/daerah'
(2\sumberlairr-mengenaipenerimaandanaUnpadd.itetapkandeng;Lt.t

KePutusan Rektor' 
pasal g

(1)PenerimaansebagaimanadimaksuddalamPasalTayat(1)terdiridari:
a. Anggaran Pend'apatan dan Belanja Negara yang berupa Bantuixt

Pend'anaanPerguruanTinggiNegeriBadanHukumyangselanjutrtyl't"
disebut BP PINBH, dialok^"it.''' dalam APBN setiap tahun anggal,B.]:x

pada Kementerian Riset' Teknologi' dan Pendidikan Tinggi;

b. Selain dari alokasi unggurun pendapatan dan belanja r'ege":i.t'

pendanaan penyele" gg''"'l''-t' ke giatan U npad berasal dari :

1. masYarakat;
2. dunia usaha;
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undangan; danlatau

,"r::,J;?;ffi.g"ir'ana dimaksud pada ayat (1) hurur b butir 1 sampai

dengan 9 *"";-;;; pengh.asilan Unpad yang dikelola secara otonom

dan bukan merupakan penerlmaan negara bukan pajak'

pinjaman sebu"gaimana dimat urJ p.al ayat (1) huruf b butir 10' berasal

daripihakketigayangharusdibayarkembalidalamwaktutertentu

;"j;ffi"?il.1#;"an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (1) hurul

adigunakanuntukmenyelenggarakankegiatanTridharmaPerguruar:
Tinggi dalam bentuk :

a. Biaya Operasionai' digunakan untuk :

1. PenYelen ggataan Pendidikan;

2. PenYelenggaraan riset;

3 . pe nyeienliu' uur- pen gabdian kep ada masyarakat ;

4"pengelolaanmanajemen,mendukungpenyelenggaraanTridharmt.t
Perguruan Tinggi' Yang meliPuti:

i. kegiatan layanan kemahasiswaan;

ii. kegiatan laYanan akademik;

iii. kegiatan laYanan beasiswa;

iv. kegiatan operasional dan pemeliharaan;

v. kegiatan administrasi umum; dan

vi' kegiatankemitraan'
b.BiayaDosen,merupakanbantuandanayangdiberikankepadadosen

non-PNS Yang digunakan untuk :

1. gaji dan tunjangan;
2. tunjangan jabatan akademik;

3. tunjangan Profesi;
4. tunjangan kehormatan;

5. uang makan danlatau

6, honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN Badz*rr

Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c.BiayaTenagaKependidikan'*""'p''kanbantuandanauntuktenap;zr
kependidikan non PNS yang d'igunakan untuk:

1. gaji dan tunjangan;
2. uang makan; danlatau

d. i;#"il*il55:X"pakan bantuan dana vans digunakan unturi

pengadaanSaranag^*prasaranapenyelenggataantridharltri,.
perguruan tinggi negeri yang meliputi:

1" ged'ung dan bangunan;

2. jalan dan jembatan;

3. irigasi dan jaringan;

4. Peralatan dan mesin;

biaya Pendidikan;
pengelolaan dana abadi;

usaha UnPad;
f.r.j r."r.*r- t.idf"''ma perguruan tinggi;

pengelolaan kekaYaan UnPad;

pemerintah daerah yang tercantum dalam arrggatarr pendapatan

belanja daerah masing-maslng;

instansi pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-

(2\

(3)

(4)



5. aset tetaP lainnYa;

6. aset tidak berwujud ' danf atau

7, aset iainnYa'

e.BiayaPengembangan,merupakanbantuandanayar]€digunakan
untuk: r.i'1
I ' pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi;

2. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga

kePendidikan; r ,

3.pengembanganlainnyayangdisebutkandalamrencanastrategts
PTN Badan Hukum; dan/atau

4. pengembangan yang rnerupakan penugasan dari pemerintah'

(5) Ketentuan iebih 1an3ut pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Keputusan

Rektor' 
Pasar 9

(1) Unpad memungut dan/atau menerima:

a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);

b'bantuand.anadarianggaranpendapatandanbelanjadaerah(APBD),
baik dalam bentuk bantuan d'ana maupun barang;

C. dana dari kegiatan usaha yang didirikan d,anlatau dimiliki dalam

bentuk bad,an usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak

kekayaannegarayanghakpengelolaannyad.iberikanolehPemerintah;
d. dana dari pirjaman, hibah danlatau penyertaan modal dari negara

untuk investasi dan pengembangan Unpad; dan/atau

e. dana program riset y..rf U"rasal dari Unpacl dan/a'tau dari pihak lain

sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan Unpad'

(2)Ketentuanlebihlanjuthal-halyangdiaturpaclaayat(1),diaturdengan
KePutusan Rektor'

Bagian Kedua
Pengeluaran Dana UnPad

Pasal 10

Pengeluaran Unpad dilaksanakan dalam bentuk:

a. perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa; danlatau

b. Keputusan pejabat yang berwenang'

Pasai 1 1

(1)Perjanjian/kontrakuntukpengadaanbarangdanjasasebagaimane
dimaksud. pada Pasal 11 huruf a dilaksanakan berdasarkan PeraturarL

Rektor di bidang pengadaan barang dan jasa;

(2)Bentukperjanjia.,Tt.o.,t,.ksebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupa:
a. surat Perjanjian kerja;

b. surat Perintah kerja (SPK);

c. surat Pesanan;
d. kuitansi;
e. bukti Pembelian; atau

f. bukti-bukti lain Yang sah'

Pasal 12

(1)Perjanjian/kontrakataspengadaanbarangljasadapatdibebankanpad;.1
RKAT tahun berjalan dan/afau RKAT tahun berikutnya' sesuai dengar:L

perjanjian/ kontrak pengadaan barang/jasa;

(2) Pola pendanaan atas perjanjian/kontrak pengad'aan barang/jasa dapa':

dibiayai sebagian atau ""iuruhrya 
dengan RKAT danlatau sumber lair:t

berupa hibah atau bantuan d'ari luar Unpad



Pasal 13

(1)KeputusanpejabatyangberwenangsebagaimanadimaksuddalamPasal
13 huruf b ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor'

t2) Pejabat btr*t"'''lg sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Kantor pusat unpad ditetapkan oleh pimpinan Unpad; dan

b" Fakuitas/Sekolah ditetapkan oleh Dekan'

(3) Penetapan oleh pejabat yang berwenang berupa :

a. kePutusan;
b. surat tugas;

c. Perjanjian; atau

d.buktiiainsebagaidasarpelaksanaankegiatanyangsah.
(4)Keputusanpejabaty,.'gb",*..,,.,gd.alampenetapanpengeluarandana

UnPad beruPa
a. Pelaksanaan belanja Pegawai;

b. pelaksanaan perjalanan dinas; 
-^--r- ^o^.-qt,s*

c.pelaksanaankegiatanswakelola,termasukpembayaranhonorarrum
kegiatan; tenaga kePendidikan' dan

d. Pemberian beasiswa bagi dosen'

mahasiswa;
e'pemberianpenghargaanbagidosen,tenagakependidikan,dan

mahasiswa; lisalurkan dalam bentuk uang
f. belanja bantuan sosial lainnya yang c

kepada penerima bantuan sosial; atau

g.pengeluaranlainyangsahmenurutperaturanperundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuanlebihlanjutmengenaipelaksanaanpengeluarand.anaUnpad
ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Bagian Ketiga
SurPlus
Pasal 15

(1)Surplusadalahakumulasiselisihlebihantarapenerimaandan
Pengeluaran

(2\ br.ttr" daPat digunakan untuk:

a. kegiatan lain pad'a tahun berjalan; atau

b. kegiatan lain pada tahun berikutnya'

(3)Penggunaansurplus.anggarandisetujuiolehMajelisWaliAmanat.
(4)Ketentuanmengenaipenggunaansurplussebagaimanad.imaksudpadr'r

ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor'

Bagian KeemPat
KekaYaan UnPad

Pasal 16

(1) Kekayaan Unpad dapat bersumber dari kekayzran awal, hasil pendapata,t.t

Unpad,bu','t,".,atauhibahd.aripihaklain,d,anlatausumberlainyanrl
sahsesuaidenganketentuanperaturanperundang.undangan;

(2) Seluruh kekaylu.r, u.rpad termasuk kekayaan intelektuai' fasilitas' benda'

dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan Unpad;

(3)KekayaanawalUnpadberupakekayaannegarayangdipisahkan,kecual'i
tanah;
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(4) Tanah sebagaimana dimaksud, t?11^:I* 
(1) merupakan barang milik

negarayang d'itatausahakan oleh Menten;

(5)Tanahyangdimaksudpadaayat(3)d'icatatdandiungkapkanpadaneraca

; Hil:lt*;5J:X-fl:ffi1il:H"iilf:;},ffi 
;^v,, 

( 1) di'ie'fapkan oleh

Menteriyangmenyelenggarakanuruseinpemerintahandibidangkeuangan
berdasark^ri.r.rt yang disampaikan oleh Menteri'

(7)Penatausahaanpemisahankekayaannegarauntukditempatkansebagai
kekayaan "**r 

Unpad diselenggarakan oleh menteri yanEl'

menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan'

Pasal 17

(1)KekayaanberupatanahyangdiperolehUnpadsetelahpenetapart\r' 
::*kf,;X"i#:ri?trTH'ffi:." nesaramerupakan barang miiilr:

b. triiil;,l"f,"r,arp.tan dan belanja daerah merupakan barang mili':

dimaksud pad'a ayat (1) huruf a ditatausahakan olellr

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh

atau walikota sesuai dengan kewenangan masinll-

masing.
(4)Tanahyangdiperoleh,l,lddiiuaryangd'isebutpad.aayat(1)merupake:n

kekayaan au't' dlt''tausahakan oleh Unpad'

Pasal 18

(1)TanahsebagaimanadimauYodalamPasal16danPasailTtidakdapillt
dipindahtangankan dan tiaat iapat dijaminkan kepada pihak lain'

(2)Barangmililrnegaraberupatanar,sebagaimanad'imaksuddalamPasal'LC,
dan Pasa | |7 ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan oleh Unpad setell.:..r

mendapatpersetujuanMenteriyangmenyelenggarakanurusi,tl-|.

(.) B:T;Jffr*'"I1";:.[:T-ffi sebagaimana dimaksud dalam pasal L'r;

ayat(1)hurufbdapatdimanfaatkanoiehUnpadsetelahmendalta'l.
persetujuan gubernur' bupati' atau walikota'

(4) Hasil pemaifaatan br..u..g'"riiil.,i":1i1, berupa tanah sebagaimani'r

dimaksudpadaayat{2)danayat(3)menjadipendapatanUnpaduntu]..i:
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Unpad'

(5) Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksi,.u;[

;; l:trItr,3 t*'""#T,ffi':i3,y;H:1p,. .",,-h sebagaimana dimak* ur rr

pada 
^v^t tii 

dilapoika" tt"p^iu gubernur' bupati' atau walikota'

Pasal 19

(1) Pemanfaatan tanah yang diperoieh dan

sebagaimana d'imaksud dalam Pasal 16

MWA.

(2)Tanahyangdiperolehdandimiliki.olehUnpadselaintanahsebagaimiutli.:'
dimaksud daram pasai 16 dan pasar tT dapatdialihkan kepada pihak leriLi

,r, *il*"il$XiHXXTm;",d pada ayat (1) dibukukan sebagai k"ku]'','','"'

dalam neraca UnPad'

daerah'

(2) Tanah sebagaimana

Menteri.
(3) Tanah sebagaimana

gubernur, buPati'

dimiliki oleh Unpad selain tarLc'lr:L

dan Pasal 17 dengan persetuj't'ti'tt"t



Pad.asaatPeraturanRektoriniberlaku,Semuaperaturandankeputusa
yans mengatur tentang p.engelola"" u:":ifi: i:"il:-:::-:i""y;l:
lil;","#tlr]"rn tetap berraku sepanjang berum dicabut dan dinvatakar

tidak berlaku serta tidak bertentang^., a"rrgan ketentuan Peraturan Rektor ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal24

Pasal 25

Peraturan Rektor mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Ditetapkan di BandunS,

Pada tanggal 30 Desember 2016

A [^,neffio 
R;INTvERSITAS PADJADJARAN'


